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KATA PENGANTAR

Segala Puji Bagi Tuhan Yang Maha Esa, berkat Ramat-Nya modul berjudul
Materi 5: Perencanaan Pengadaan, dapat diselesaikan. Terima kasih kami
sampaikan atas peran masukan dari berbagai pihak dan melalui pembahasan yang
intensif dengan para Widyaiswara lingkup Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ -
LKPP.

Penyusunan modul “Perencanaan Pengadaan” untuk Pelatihan PBJP Tingkat
Dasar Versi 4 berdasarkan pada Surat Tugas Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan PBJ Nomor 8116/Pusdiklat/04/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Tim
Penyusun Program Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Versi 4.

Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan dalam
mempelajari tentang Perencanaan Pengadaan, dapat dijadikan sebagai media
pembelajaran bagi peserta pelatihan agar mempunyai kesamaan pemahaman
dalam perencanaan PBJ, dan menjadi referensi dalam menyusun perencanaan
PBJ. Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang
tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden
Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.

Modul ini disusun oleh Hestri Rokayah dan Rakhma Kusuma Wardhani, kami
sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan
LKPP dan semua pihak yang memberikan sumbangsih masukan konstruktifnya.
Diharapkan modul ini dapat membantu para peserta pelatihan dalam memahami
perencanaan pengadaan sehingga dalam pengelolaannya lebih profesional. Modul
ini diharapkan menjadi acuan bagi semua pihak yang terkait dalam
penyelenggaraan pelatihan tersebut.

Masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk
kesempurnaan penulisan modul. Demikian modul ini dibuat semoga bermanfaat.

Jakarta, Agustus 2021
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Pengadaan Barang/Jasa

Hardi Afriansyah
NIP. 196904212002121001
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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

A. Petunjuk Bagi Peserta
Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal bagi peserta, maka modul
ini digunakan dengan langkah- langkah sebagai berikut:

1. Peserta membaca dan memahami dengan saksama uraian-uraian materi
dalam modul ini. Bila ada materi yang kurang jelas, peserta dapat bertanya
pada Widyaiswara/Fasilitator/Narasumber yang mengampu kegiatan belajar.

2. Kerjakan setiap tugas formatif (soal latihan) yang ada dalam modul ini, untuk
mengetahui seberapa besar pemahaman yang telah dimiliki terhadap materi

yang akan dibahas dalam kegiatan belajar.

B. Petunjuk Bagi Widyaiswara/Fasilitator

Dalam setiap kegiatan belajar Widyaiswara/Fasilitator harus:

1. Membaca dan memahami isi modul ini.

2. Menyusun bahan ajar dan skenario pembelajaran untuk mata pelatihan dalam
modul ini.

3. Membantu peserta dalam merencanakan proses belajar.

4. Membimbing peserta melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam
tahap materi dalam modul.

5. Membantu peserta dalam memahami konsep, praktik dan menjawab
pertanyaan peserta mengenai proses belajar

6. Membantu peserta untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain
yang diperlukan untuk belajar.

7. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa merupakan salah satu proses atau
tahapan besar dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Tahap perencanaan PBJ
merupakan hal penting yang harus dilakukan secara matang untuk mencapai
tujuan PBJ. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan pengadaan di atas adalah
melalui peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa. Perencanaan
Pengadaan merupakan langkah awal dari proses pengadaan, dimana akan
menentukan proses pengadaan berikutnya. Perencanaan yang akurat dan
dilakukan dalam waktu yang cukup menjadi hal yang sangat penting untuk
menghindari kesalahan perencanaan, yang pada akhirnya bertentangan dengan
prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Perencanaan pengadaan dilakukan pada kedua cara pengadaan, baik yang
melalui swakelola ataupun melalui penyedia. Perencanaan yang dilakukan
seharusnya memberikan kemudahan bagi pelaksana pengadaan untuk
mengimplementasikan rencana pengadaan dalam hal persiapan, pelaksanaan,
pengawasan/supervisi dan pengendalian PBJ. Sehingga perencanaan diharapkan
memberikan indikator-indikator yang dapat terukur.

Modul ini akan fokus kepada Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang meliputi kegiatan identifikasi pengadaan barang/jasa, penetapan
barang/jasa, penentuan cara pengadaan, pemaketan, konsolidasi, waktu
pemanfaatan barang/jasa, anggaran pengadaan, dan Pengumuman Rencana

Umum pengadaan.

B. Deskripsi Singkat

Materi perencanaan Pengadaan Barang/Jasa merupakan salah satu materi
pada Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar yang dilakukan dengan
model pembelajaran blended learning. Model pembelajaran blended learning ialah
model pembelajaran untuk pelatihan yang menggunakan penggabungan model
pembelajaran berbasis online (e-learning) dan tatap muka (classroom). Model
pembelajaran ini mengharuskan peserta belajar mandiri secara online dan juga

peserta harus hadir di kelas tatap muka (tatap muka klasikal atau tatap muka
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online) untuk pendalaman dan mengonfirmasi materi. Durasi pembelajaran untuk

materi perencanaan PBJ untuk durasi e-learning sebanyak 2 Jam Pelajaran (JP)

dan tatap muka sebanyak 2 JP.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan

tentang perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan:

e o T 9

Definisi dan Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola.
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP).

D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi Pokok dan Sub Materi Pokok perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

yaitu sebagai berikut:

1. Definisi dan Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

a.

b.

C.

Pelaku Pengadaan yang Terlibat dalam Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa
Waktu Penyusunan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

2. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola

a.
b.

C.

Penetapan Tipe Swakelola
Penyusunan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB)

3. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

a. Penyusunan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)
b. Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB)
c. Pemaketan dan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
d. Penyusunan Biaya Pendukung
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4. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)
a. Penetapan RUP dan Teknis Pengisian RUP
b. Perubahan RUP
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BAB I
DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PERENCANAAN PENGADAAN

Indikator keberhasilan: setelah mengikuti pembelajaran, peserta dapat
menjelaskan definisi dan ruang lingkup perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa

A. Uraian Materi

Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi
kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Tahapan pengadaan
meliputi; perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan,
proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima. Perencanaan
Pengadaan merupakan langkah awal dari proses pengadaan, dimana akan
menentukan proses pengadaan berikutnya. Perencanaan yang akurat dan
dilakukan dalam waktu yang cukup menjadi hal yang sangat penting untuk
menghindari kesalahan perencanaan, yang pada akhirnya bertentangan dengan
prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Pada bab materi ini, secara garis besar akan dipelajari sebagai berikut:

Pelaku PBJ yang Terlibat dalam
Perencanaan PBJ

perencanaan PBJ Waktu Penyusunan Perencanaan
PBJ

Ruang Lingkup Perencanaan PBJ

Gambar 2.1 Perencanaan PBJ

1. Pelaku Pengadaan dalam Tahap Perencanaan Pengadaan
a. Pengguna Anggaran (PA)

Pada kegiatan perencanaan PA mempunyai tugas dan kewenangan
meliputi;
1) Menetapkan Perencanaan Pengadaan;
2) Menetapkan dan mengumumkan RUP; dan

3) Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa.
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PA dapat mendelegasikan tugas dan kewenangan dalam perencanaan
pengadaan kepada KPA. PA/KPA dalam menyusun perencanaan pengadaan
dapat dibantu oleh Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa di
lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

PA dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan perlu
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) PA selaku penanggung jawab kegiatan, dalam melakukan penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran yang di dalamnya terdapat pengadaan
barang/jasa telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a) ldentifikasi kebutuhan barang/jasa sesuai dengan Rencana Kerja;

b) Penyusunan spesifikasi teknis/KAK sesuai kebutuhan;

c) Ketersediaan barang/jasa dan/atau penyedia di pasar;

d) Ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk/jasa

dalam negeri; dan

e) Penyusunan RAB sesuai spesifikasi teknis/lKAK sebagai dasar

pengusulan anggaran.

2) PA selaku penanggung jawab kegiatan, dalam melakukan penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran perlu mempertimbangkan untuk melibatkan
para pihak dalam ekosistem pengadaan, antara lain:

a) UKPBJ, termasuk Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, personel lainnya

dan agen pengadaan; dan

b) APIP masing-masing K/L/PD.

3) Dalam penyusunan perencanaan pengadaan PA/KPA dan PPK perlu
mempertimbangkan:

a) Hasil monitoring evaluasi pada tahun sebelumnya;

b) Analisis pasar; dan/atau

c) Rekomendasi strategi pengadaan yang dilakukan atau didapat dari

berbagai sumber, antara lain: laporan evaluasi pengadaan yang
dilakukan oleh UKPBJ dan APIP masing-masing K/L/PD, rekomendasi
LKPP atau BPKP.
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b. Pejabat Pembuat Komitmen

Pada kegiatan perencanaan Pengadaan, PPK melaksanakan penyusunan
Perencanaan Pengadaan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai kebutuhan
K/L/PD yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA Pemerintah Daerah. Dalam hal
PPK membutuhkan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau personel lainnya, tim
teknis, atau agen pengadaan, PPK mengusulkan kepada PA/KPA. Pada
anggaran belanja APBD, PPK yang dirangkap oleh KPA dapat menugaskan PPTK
untuk menyusun perencanaan Pengadaan. PPTK yang ditugaskan dalam
menyusun perencanaan pengadaan harus memenuhi persyaratan kompetensi
PPK.

Pada waktu melakukan penyusunan perencanaan pengadaan dalam rangka
pencapaian tujuan pengadaan, PPK perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran
belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil
dan/atau koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun
dan perekayasaan nasional, apabila terdapat produk dalam negeri yang
memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat
puluh persen). Nilai TKDN dan BMP mengacu pada daftar inventarisasi
barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

3) Pelaksanaan pengadaan merupakan pengadaan barang/jasa yang
mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Salah satu
bagian pengadaan yang berkelanjutan adalah pengadaan Barang dan Jasa
Ramah Lingkungan Hidup, yaitu pengadaan barang dan jasa yang
memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel Ramah Lingkungan Hidup.
Barang dan Jasa yang berlabel Ramah Lingkungan Hidup diberikan kepada
barang dan jasa, termasuk teknologi yang telah menerapkan prinsip
pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Daftar
barang/jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup ditetapkan oleh
Kementerian yang mengurusi bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
Daftar barang/jasa tersebut dapat dilihat melalui website resmi Kementerian

yang mengurusi bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Materi 5: Perencanaan Pengadaan | 6
Versi 4, 2021



4) Pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian dalam negeri.

2. Waktu Penyusunan Perencanaan Pengadaan

a. Penyusunan perencanaan pengadaan yang menggunakan APBN dapat
mulai bersamaan dengan pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan

Tema, Sasaran, Arah
Kebijakan & Prioritas
Pembangunan

Reviu Angka

Evaluasi Dasar

Desember/ Januari Februari

Januari

Desember November e
'
1

\

DIPA &
Pemutakhiran RKP

UU APBN dan
Alokasi Anggaran

Sumb Peratt P,
T Pe Pe

Kementerian Negara/ Lembaga

~

Ranc. Awal
KEM - PPKF & e Pembicaraan
Ketersediaan RS Pendabubian DPR.
P Pagu - Permen RKP
Bgara Indikatif - KEM & PPKF
Februari Maret Mei
Agustus/ ”~ B
September ' Juli/Agustus . Juni
g X )
' \ '
~
Pembahasan NK & RAPBN Perpres RKP - SB
DPR RUU APBN Pagu Anggaran

intah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Gambar 2.2 Penyusunan Perencanaan Pengadaan Menggunakan APBN

b. Penyusunan perencanaan pengadaan yang menggunakan APBD, dapat

mulai bersamaan dengan pembahasan Rancangan Perda tentang APBD

dengan DPRD.

Pelaksanaan APBD Januari tahun

berikutnya
e
Penyusunan DPA SKPD
(Desember)
»
Penetapan Perda APBD
(Desember)
®
Evaluasi Rancangan Perda
APBD (Desember)
[
N
’
1
Pembahasan dan Persetujuan 1
Raperda APBD dengan DPRD \
(Oktober — November) Mo PR

Penyusunan RKA-SKPD &
RAPRD (luli-September)

Musrenbang Desa (Januari)

%0
&

Musrenbang Kecamatan
(Februari)

Forum SKPD
Penyusunan Renja SKPD
Kab/Kota (Maret)

o Musrenbang Kota (Maret)

Siklus Perencanaan dan

Penganggaran Tahunan ™
e Penetapan RKPD (Mei)
\
\
! Pembahasan dan
’ ‘ Kesepakatan KUA antara

@ o KDH dengan DPRD (Juni)

Pembahasan dan Kesepakatan PPAS
antara KDH dengan DPRD (Juni)

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Gambar 2.3 Penyusunan Perencanaan Pengadaan Menggunakan APBD
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c. Untuk barang/jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai pada awal
tahun, perencanaan pengadaan dapat dilakukan bersamaan dengan
penyusunan RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah.

APBN

d. Penyusunan perencanaan pengadaan akibat dari perubahan strategi

pencapaian target kinerja dan/atau perubahan anggaran dilakukan pada

Tahun Anggaran berjalan.

3. Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan identifikasi
pengadaan barang/jasa, penetapan barang/jasa, penetapan cara pengadaan,
pemaketan dan konsolidasi, waktu pemanfaatan barang/jasa, anggaran
pengadaan. Hasil perencanaan pengadaan dimuat dalam Rencana Umum
Pengadaan.

Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan

o Identifikasi PBJ )

Penetapan Jenis Barang/Jasa

- Hasil Perencanaan Pengadaan
A diumumkan di dalam RUP

 Pemaketan dan Konsolidasi

o Waktu Pemanfaatan Barang/Jasa
o Anggaran Pengadaan il

Gambar 2.4 Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan

a. lIdentifikasi Pengadaan Barang/Jasa

Bersamaan dengan pembahasan RUU APBN/ Rancangan Perda
APBD, PPK melakukan identifikasi pengadaan barang/jasa pada level
Komponen/Sub komponen pada RKA K/L atau Sub kegiatan pada RKA
Perangkat Daerah dimana terdapat akun belanja pengadaan barang/jasa
berdasarkan penugasan dari PA/KPA.
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Identifikasi PBJ pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
yaitu:
1) Kementerian/Lembaga
Akun belanja yang terasosiasi dengan pengadaan barang/jasa di K/L
antara lain berupa akun Belanja Barang/Jasa (contoh: belanja
pengadaan bahan makanan, belanja keperluan perkantoran, belanja
jasa konsultan, belanja jasa lainnya, dsb) dan akun Belanja Modal
(contoh: belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan
bangunan, dsb). Namun, tidak tertutup kemungkinan terdapat belanja
pengadaan pada akun belanja barang/jasa selain yang tersebut di atas,
seperti pada akun belanja bantuan sosial (contoh: belanja bantuan
sosial untuk rehabilitasi sosial dalam bentuk barang, belanja bantuan
rehabilitasi sosial dan bentuk jasa, dsb) atau belanja hibah.
2) Pemerintah Daerah

Akun belanja yang terasosiasi dengan pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Daerah yaitu akun Belanja Barang dan Jasa yang dapat
ditemukan antara lain dalam akun Belanja Operasional (contoh: belanja
keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, dsb) dan
Belanja Modal (contoh: belanja modal peralatan dan mesin, belanja
modal gedung dan bangunan, dsb). Namun, tidak tertutup kemungkinan
terdapat belanja pengadaan pada akun belanja barang/jasa selain yang
tersebut di atas, seperti pada akun belanja bantuan sosial (contoh:
belanja bantuan sosial untuk rehabilitasi sosial dalam bentuk barang,
belanja bantuan rehabilitasi sosial dan bentuk jasa, dsb) atau belanja
hibah.

b. Penetapan Barang/Jasa
PPK menetapkan barang/jasa berdasarkan jenis pengadaan berupa:
1) Barang
Barang yaitu setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang

2) Pekerjaan Konstruksi
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3)

4)

Pekerjaan konstruksi yaitu keseluruhan atau sebagian kegiatan yang
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran,
dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Jasa Konsultansi

Jasa Konsultansi yaitu jasa layanan, profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan
adanya olah pikir. Jasa Konsultansi yang terdiri dari:

a) Jasa Konsultansi non-konstruksi;

b) Jasa Konsultansi konstruksi;

Jasa Lainnya

Jasa lainnya yaitu jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan
peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu
sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan

Pengadaan barang/jasa dapat juga dilakukan dengan menggabungkan

beberapa jenis pengadaan di atas menjadi satu paket pekerjaan terintegrasi.

Penjelasan lebih lanjut mengacu pada modul materi 1: Ketentuan Umum.

c. Penetapan Cara Pengadaan

Langkah penentuan cara pengadaan:

Barang/Jasa

TIDAK

TIDAK
Pengadaan TIDAK Pengadaan
Barang/Jasa melalui Tujuan Barang/Jasa melalui
PENYEDIA Swakelola SWAKELOLA

Gambar 2.5 Penentuan Cara Pengadaan
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Gambar 2.5 menjelaskan bahwa PPK menentukan cara pengadaan
yaitu melalui Swakelola atau melalui Penyedia. Pemilihan cara pengadaan
berdasarkan sumber penyedia barang/jasa. Ketika barang/jasa tidak dapat
dilakukan melalui penyedia, maka Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui
Swakelola. Tetapi sebaliknya ketika Pengadaan Barang/Jasa dapat melalui
penyedia dipastikan kembali tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa yang akan
dilakukan, jika sesuai dengan tujuan Swakelola, atau lebih efektif dan/atau
efisien dilakukan melalui Swakelola, maka Pengadaan Barang/Jasa dilakukan
melalui Swakelola, sebaliknya jika tidak sesuai dengan tujuan Swakelola atau
tidak dapat dilakukan melalui Swakelola maka dilakukan dengan Pengadaan
Barang/Jasa melalui Penyedia.

Cara Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui:

1) Swakelola

Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola adalah cara memperoleh

barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/

Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain,

Organisasi Kemasyarakatan, atau Kelompok Masyarakat. Dalam hal

pada kegiatan Swakelola memerlukan penyedia barang/jasa,

pengadaannya mengacu pada peraturan pengadaan barang/jasa
tentang pengadaan melalui penyedia.

2) Penyedia
Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh

barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.

d. Pemaketan dan Konsolidasi

1) Pemaketan
Dalam proses Perencanaan Pengadaan yang akan dilakukan melalui
penyedia diperlukan pemaketan barang/jasa. Identifikasi pemaketan
PBJ dapat dilihat pada level Komponen atau Sub Komponen dimana
terdapat akun belanja di dalamnya.

2) Konsolidasi
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan
Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan

Barang/Jasa sejenis.
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e. Waktu Pemanfaatan Pengadaan Barang/Jasa

Dalam menyusun perencanaan pengadaan, perlu ditentukan waktu
pemanfaatan barang/jasa karena akan menjadi dasar dalam menetapkan
jadwal pelaksanaan pengadaan seperti; jadwal persiapan pengadaan, jadwal
persiapan pemilihan, jadwal pelaksanaan pemilihan, jadwal pelaksanaan
kontrak, dan jadwal serah terima.

f. Anggaran Pengadaan

Selain melakukan identifikasi barang/jasa, jenis pengadaan dan cara
pengadaan, PPK melakukan reviu terhadap ketersediaan biaya barang/jasa
yang dibutuhkan dan biaya pendukung pada RKA K/L atau RKA Perangkat
Daerah. Dalam hal biaya pendukung belum tersedia, PPK dapat mengusulkan

perubahan anggaran kepada PA/KPA.

B. Latihan
Latihan ini dilakukan dalam rangka pendalaman materi tentang definisi dan
ruang lingkup perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang telah dipaparkan
sebelumnya. Dalam latihan ini, setiap peserta diminta untuk menjelaskan hal-hal
di bawah ini:
1. Apakah yang dimaksud dengan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang
Anda ketahui? Jelaskan!
2. Sebutkan dan jelaskan ruang lingkup perencanaan Pengadaan

Barang/Jasa!

C. Rangkuman

Tahapan pengadaan meliputi; perencanaan pengadaan, persiapan
pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan
serah terima. Perencanaan Pengadaan merupakan langkah awal dari proses
pengadaan, dimana akan menentukan proses pengadaan berikutnya. Pelaku
pengadaan dalam tahap perencanaan pengadaan yaitu PA/KPA dan PPK.

Waktu penyusunan perencanaan Pengadaan, yaitu:

1. Penyusunan perencanaan pengadaan yang menggunakan APBN dapat

mulai bersamaan dengan pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan.
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2. Penyusunan perencanaan pengadaan yang menggunakan APBD, dapat
mulai bersamaan dengan pembahasan Rancangan Perda tentang APBD
dengan DPRD.

3. Untuk barang/jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai pada awal
tahun, perencanaan pengadaan dapat dilakukan bersamaan dengan
penyusunan RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah.

4. Penyusunan perencanaan pengadaan akibat dari perubahan strategi
pencapaian target kinerja dan/atau perubahan anggaran dilakukan pada

Tahun Anggaran berjalan.

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan:
Identifikasi pengadaan barang/jasa

Penetapan barang/jasa,

Penetapan cara pengadaan

Pemaketan dan konsolidasi

Waktu pemanfaatan barang/jasa

o a0 bk w NP

Anggaran pengadaan

D. Evaluasi Materi Pokok 1
Pilihnlah salah satu jawaban yang tepat!
1. Waktu penyusunan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang
menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yaitu....
A. Bersamaan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Nota
Keuangan tentang APBD dan DPRD
B. Bersamaan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD dan DPRD
C. Bersamaan dengan penyusunan pagu indikatif APBD dan DPRD
D. Bersamaan dengan penyusunan sasaran strategis APBD dan DPRD
2. Beberapa ruang lingkup pada perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
diantaranya yaitu....
A. Identifikasi pengadaan barang/jasa, penetapan jenis barang/jasa,
penetapan spesifikasi teknis
B. Pemaketan, konsolidasi, penetapan spesifikasi teknis, penetapan harga

perkiraan sendiri
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C. Anggaran pengadaan, pengumuman RUP, penetapan jaminan,
pemanfaatan barang/jasa
D. Waktu pemanfaatan barang/jasa, identifikasi pengadaan barang/jasa,
penetapan cara pengadaan, penetapan jenis barang/jasa

3. Identifikasi pemaketan PBJ dapat dilihat pada level.... dimana terdapat akun

belanja di dalamnya.

A. Pemilihan penyedia

B. Komponen

C. Pemenuhan syarat layanan

D. Konsolidasi barang/jasa
4. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang mempunyai peranan dalam

perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, yaitu....

A. PA/KPA dan PjPHP

B. PPK dan Pokja pemilihan

C. PA/KPA dan PPK

D. PPK dan Tim Teknis/Tenaga Ahli
5. Selain melakukan identifikasi barang/jasa, jenis pengadaan dan cara

pengadaan, PPK melakukan reviu terhadap....

A. Dokumen pemilihan penyedia

B. Ketersediaan biaya barang/jasa yang dibutuhkan
C. Dokumen rancangan kontrak barang/jasa
D

. Ketersediaan penyelenggara swakelola

E. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban evaluasi materi pokok
yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar,
kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan

anda terhadap materi pokok.

Rumus:
. S Jumlah b
Tingkat Penguasaan = 2 XN Yang benar 4 ooy,
Y Jumlah yang salah
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Arti tingkat penguasaan yang anda capai:

100% = baik sekali
80% = baik
0-60% = kurang

Apabila tingkat penguasaan anda mencapai 80% ke atas, bagus! Berarti Anda telah
memahami materi pokok. Tetapi bila tingkat penguasaan anda masih di bawah

80%, anda harus mengulangi lagi materi pokok 1 terutama bagian yang belum anda
kuasai.
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BAB IlI
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

Indikator keberhasilan: setelah mengikuti pembelajaran, peserta dapat
menjelaskan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melaui swakelola

A. Uraian Materi

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui Swakelola merupakan cara
memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah, Kementerian /Lembaga/ Perangkat Daerah lain, Organisasi
Kemasyarakatan, atau Kelompok Masyarakat. Swakelola dilaksanakan manakala
barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh
pelaku usaha atau lebih efektif dan/atau efisien dilakukan oleh Pelaksana
Swakelola.

Swakelola dapat digunakan dalam rangka:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis yang
dimiliki pemerintah, barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu
dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang
bersangkutan, serta dalam rangka peningkatan peran serta/pemberdayaan
Ormas dan Kelompok Masyarakat.

2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis yang
dimiliki pemerintah, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tugas pokok
dan fungsi sesuai dengan tanggung jawab
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pelaksana swakelola.

3. Peningkatan peran serta/pemberdayaan Ormas, pelaksanaannya harus
disesuaikan dengan tujuan pendirian Ormas (visi dan misi) dan kompetensi
dari Ormas.

4. Peningkatan peran  serta/pemberdayaan  Kelompok  Masyarakat,
pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi

Kelompok Masyarakat.
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Para tahap perencanaan pun harus memperhatikan tujuan Swakelola, yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha;

2. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha
karena nilai pekerjaannya kecil dan/atau lokasi yang sulit dijangkau;

3. Memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan mengoptimalkan penggunaan
sumber daya yang dimiliki Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerabh;

4. Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya ~manusia di
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;

5. Meningkatkan partisipasi Ormas/Kelompok Masyarakat;

6. Meningkatkan efektifitas dan/atau efisiensi jika dilaksanakan melalui
Swakelola; dan/atau

7. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang bersifat rahasia yang mampu
disediakan  oleh  Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah  yang

bersangkutan.

Contoh barang/jasa yang dapat diadakan melalui Swakelola tidak terbatas
pada:

1. Barang/jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau sifatnya tidak
diminati oleh Pelaku Usaha, contoh: pemeliharaan rutin (skala kecil,
sederhana), penanaman gebalan rumput, pemeliharaan rambu suar,
Pengadaan Barang/Jasa di lokasi terpencil/pulau terluar, atau renovasi
rumah tidak layak huni;

2. Jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan/atau
pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;

3. Jasa penyelenggaraan kegiatan sayembara atau kontes;

4. Jasa pemilihan Penyedia Barang/Jasa (agen pengadaan) dari unsur UKPBJ
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

5. Barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam
negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya, contoh:
pagelaran seni oleh siswa/siswi sekolah, pembuatan film, atau
penyelenggaraan pertandingan olahraga antar sekolah/kampus;

6. Jasa sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan
publik, pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata

kelola, atau standar mutu tertentu;
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7. Barang/jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat
disediakan atau diminati oleh Pelaku Usaha;

8. Barang/jasa yang dihasilkan oleh Ormas, Kelompok Masyarakat, atau
masyarakat. Contoh: Jasa pendampingan untuk pemberdayaan ekonomi
keluarga pra sejahtera, pelestarian lingkungan hidup, produk kerajinan
masyarakat, produk Kelompok Masyarakat, produk Kelompok Masyarakat
penyandang disabilitas, tanaman atau bibit milik masyarakat atau produk
warga binaan lembaga pemasyarakatan;

9. Barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi
masyarakat. Dalam hal pengadaan yang memerlukan partisipasi
masyarakat tersebut dapat berupa Pembangunan fisik maupun non fisik.

a. Pembangunan fisik dapat berupa Pekerjaan Konstruksi sederhana yang
hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana.
Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran
untuk selanjutnya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat penerima
sesuai dengan  peraturan  perundang undangan. Contoh:
Pembangunan/pemeliharaan jalan desa/kampung,
pembangunan/pemeliharaan saluran irigasi mikro/kecil, pengelolaan
sampah di pemukiman, pembangunan sumur resapan, pembuatan
gapura atau pembangunan/ peremajaan kebun rakyat;

b. Peningkatan pembangunan non fisik bertujuan untuk meningkatkan
kualitas hidup masyarakat. Contoh: Pelayanan peningkatan gizi
keluarga di posyandu, pelayanan kesehatan lingkungan, atau
peningkatan kualitas sanitasi sederhana

10.Barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan, contoh:

pembuatan soal ujian dan pembuatan sistem keamanan informasi

Proses pengelolaan PBJ melalui Swakelola meliputi perencanaan,
persiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan serah terima hasil pekerjaan
Swakelola. Pada modul ini, yang akan dibahas lebih lanjut yaitu perencanaan PBJ

melalui Swakelola.
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Tahap perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi
penetapan tipe Swakelola, penyusunan spesifikasi teknis/KAK, dan penyusunan
perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB). Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa secara Swakelola merupakan tahapan yang memegang peranan
penting dalam pelaksanaan Swakelola itu sendiri. Karena hasil perencanaan
Swakelola menjadi pedoman dan acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola. Perencanaan bisa memudahkan
pengawasan terhadap kegiatan Swakelola yang dilakukan, apakah telah sesuai

dengan yang telah direncanakan atau tidak.

1. Penetapan Tipe Swakelola

Sejak identifikasi kebutuhan barang/Jasa sampai dengan penetapan
barang/jasa sebenarnya tipe Swakelola sudah dapat diidentifikasi. Menentukan
pilihan tipe Swakelola menjadi penting karena pelaksana, proses, dan prosedur
dari masing-masing tipe Swakelola berbeda. PA/KPA menetapkan tipe Swakelola
berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan kriteria barang/jasa yang dapat
diadakan secara Swakelola serta disesuaikan dengan kompetensi/keahlian dan
beban kerja yang cukup dari pelaksana Swakelola. Selanjutnya PA/KPA
memilih/menetapkan pelaksana Swakelola berdasarkan ketersediaan pelaksana
Swakelola.

Tipe Swakelola terdiri dari:

a. Tipe |, yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran.
Contoh: kegiatan bimbingan teknis, penyuluhan, sosialisasi peraturan baru,
dil.

b. Tipe 1l, yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan
dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana
Swakelola. Contoh: Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) kerja sama antara Kementerian A dengan Lembaga B,
dil.

c. Tipe 1ll, yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan

dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) pelaksana
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Swakelola. Contoh: Pemberian vaksin covid-19 bekerja sama dengan Ikatan
Dokter Indonesia (IDI), dlI.

d. Tipe Vv, yaitu Swakelola yang direncanakan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran
dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta
diawasi oleh kelompok masyarakat (pokmas) pelaksana Swakelola. Contoh:
Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak balita oleh oleh
Kader PKK/Posyandu, dll.

2. Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK
PA/KPA dibantu oleh PPK menyusun Spesifikasi Teknis/KAK Pengadaan
Barang/Jasa yang akan dilaksanakan melalui Swakelola. Spesifikasi teknis/KAK
memuat antara lain:
a. Latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, sumber pendanaan, dan
barang/jasa yang disediakan;

b. Spesifikasi barang/jasa;

o

Jangka waktu Swakelola;

d. Kebutuhan tenaga ahli/teknis, tenaga kerja, narasumber, bahan/material
termasuk peralatan/suku cadang, Jasa Lainnya, Jasa Konsultansi, dan/atau
kebutuhan lainnya (apabila diperlukan); dan/atau

e. Gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi.

Spesifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu perincian atau
pernyataan tentang hal-hal yang khusus, sedangkan teknis yaitu bersifat atau
mengenai. Senada dengan hal tersebut, sehingga spesifikasi teknis dalam PBJ
melalui Swakelola dapat diartikan sebagai perincian atau hal-hal yang bersifat
khusus yang mendefinisikan karakteristik teknis dan fisik dan/atau pengukuran
suatu produk seperti aspek fisik (bentuk, dimensi, warna), rincian desain, sifat
material, komposisi bahan, kebutuhan energi, proses pembuatan, persyaratan

perawatan dan kebutuhan operasional, dan sebagainya.

3. Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada Pengadaan Barang/Jasa melalui

Swakelola terdiri dari:
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a. Gaji tenaga ahli/teknis/personel, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang,
tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola

b. Biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan)
Biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan)

d. Biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi,
laporan. Dan/atau

e. Untuk Swakelola tipe | biaya tenaga ahli/Jasa Konsultansi (apabila

diperlukan).

Untuk Swakelola tipe | atau Il dalam hal Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah Pelaksana Swakelola telah mempunyai standar biaya yang telah
ditetapkan sebagai PNBP maka penyusunan RAB berdasarkan tarif yang telah
ditetapkan dalam PNBP tersebut.

B. Latihan
Latihan ini dilakukan dalam rangka pendalaman materi tentang
perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola yang telah dipaparkan
sebelumnya. Dalam latihan ini, setiap peserta diminta untuk menjelaskan hal-hal
di bawah ini:
1. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/Jasa melalui
Swakelola!
2. Tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan pada perencanaan
Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola!

3. Sebutkan dan jelaskan tipe-tipe Swakelola!

C. Rangkuman

Dalam bab ini, telah dipelajari tentang perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa (PBJ) melalui Swakelola. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola
merupakan cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, = Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah lain, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), atau Kelompok Masyarakat
(Pokmas). Perencanaan PBJ melalui Swakelola meliputi penetapan tipe
Swakelola, penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan

penyusunan perkiraan biaya/ Rencana Anggaran Biaya (RAB).
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Tipe Swakelola terdiri dari:

1. Tipe I, yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;

2. Tipe Il, yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan
dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana
Swakelola;

3. Tipe I, vyaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan
dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) pelaksana
Swakelola; atau

4. Tipe Vv, yaitu Swakelola yang direncanakan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran
dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan

serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana Swakelola.

D. Evaluasi Materi Pokok 2
Pilinlah salah satu jawaban yang benar!
1. Di bawah ini yang TIDAK termasuk dalam ruang lingkup dari perencanaan
pengadaan melalui Swakelola, yaitu....
A. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
B. Penetapan Tipe Swakelola
C. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya
D. Penetapan Penyelenggara Swakelola
2. Dinas Sosial Kabupaten ABC akan melakukan kegiatan Pemberian Makanan
Tambahan (PMT) untuk anak balita oleh Kader PKK setempat. Dalam hal ini,
tipe Swakelola yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten ABC, yaitu tipe
Swakelola....
A. Tipe |
B. Tipe Il
C. Tipe lll
D. Tipe IV
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3. Spesifikasi teknis/KAK pada pengadaan melalui Swakelola diantaranya
meliputi....
A. spesifikasi barang/jasa, jangka waktu pelaksanaan Swakelola, maksud
kegiatan, jaminan pelaksanaan
B. tujuan kegiatan, spesifikasi barang/jasa, penyelenggara Swakelola, nota
kesepahaman
C. maksud kegiatan, spesifikasi barang/jasa, jangka waktu pelaksanaan,
gambar rencana kerja
D. latar belakang kegiatan , perkiraan biaya tukang, spesifikasi barang/jasa,
besarnya honor narasumber, kontrak swakelola
4. Kementerian ABC akan melaksanakan pelatihan dasar (latsar) bagi Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian ABC berencana akan bekerja
sama dengan Lembaga XY. Dalam hal ini, tipe Swakelola yang ditetapkan
oleh Kementerian ABC, yaitu tipe Swakelola....
A. Tipel
B. Tipell
C. Tipe Il
D. Tipe IV
5. Pada pekerjaan Swakelola di Dinas Kesehatan Provinsi A yang telah
ditetapkan sebagai satuan kerja pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP), maka pada penyusunan Rencana Anggaran Biaya yang digunakan
dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan pada....
A. Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan
B. Standar biaya khusus yang ditetapkan PA Dinas Kesehatan Provinsi A
C. Standar biaya yang ditetapkan PPK Dinas Kesehatan Provinsi A
D. Standar biaya yang telah ditetapkan dalam PNBP Dinas Kesehatan

Provinsi A

E. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban evaluasi materi pokok 2
yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar,
kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan
Anda terhadap materi pokok 2.

Rumus:
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2 Jumlah yang benar

Tingkat Penguasaan = x 100%

X Jumlah yang salah

Arti tingkat penguasaan yang anda capai:

100% = baik sekali
80% = baik
0-60% = kurang

Apabila tingkat penguasaan anda mencapai 80% ke atas, bagus! Berarti Anda telah
memahami materi pokok. Tetapi bila tingkat penguasaan anda masih di bawah

80%, anda harus mengulangi lagi materi pokok 2 terutama bagian yang belum anda
kuasai.
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BAB IV
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

Indikator keberhasilan: setelah mengikuti pembelajaran, peserta dapat
menjelaskan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia

A. Uraian Materi

Tahapan dalam perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia
adalah sebagai berikut.

1. Penyusunan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Spesifikasi dapat dipahami sebagai suatu pernyataan tentang kebutuhan
yang harus dipenuhi atau terdapat karakteristik yang esensial yang diperlukan
oleh pengguna barang/jasa dan harus disediakan oleh penyedia barang/jasa.
Spesifikasi biasanya ditulis secara lengkap dan akurat yang memungkinkan kedua
belah pihak dapat memahami dan untuk mengukur derajat pemenuhannya.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) digunakan untuk pengadaan Jasa Konsultansi
yang paling sedikit berisi uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, waktu
pelaksanaan, spesifikasi teknis, sumber pendanaan, dan besarnya total perkiraan
biaya pekerjaan.

PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/ KAK menggunakan:

a. Produk dalam negeri;

Produk bersertifikat SNI;

c. Produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam
negeri; dan
d. Produk ramah lingkungan hidup.

Pemenuhan penggunaan produk sebagaimana tersebut di atas dilakukan
sepanjang tersedia. Penggunaan produk ramah lingkungan hidup ditandai dengan
menggunakan barang dan jasa berlabel ramah lingkungan hidup.

Dalam penyusunan spesifikasi teknis/ KAK dimungkinkan penyebutan
merek terhadap:

a. Komponen barang/ jasa,;
b. Suku cadang;

c. Bagian dari suatu sistem yang sudah ada; atau
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d. Barang/ jasa dalam katalog elektronik atau Toko Daring.

Pengadaan dengan metode pemilihan Tender Cepat dimungkinkan

penyebutan merek terhadap suku cadang dan bagian dari sistem yang sudah ada.

2. Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB)

PPK melakukan reviu terhadap ketersediaan biaya pendukung pada RKA

K/L atau RKA PD. Dalam hal biaya pendukung belum tersedia, PPK dapat

mengusulkan perubahan anggaran kepada PA/KPA.

Berdasarkan jenis pengadaannya, perkiraan biaya yang perlu dianggarkan

adalah sebagai berikut:

a. Komponen biaya yang perlu diperhitungkan dalam Barang antara lain:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

Harga barang;

Biaya pengiriman;

Biaya instalasi;

Suku cadang;

Biaya operasional dan pemeliharaan;
Biaya pelatihan;

Biaya tidak langsung lainnya;
Keuntungan; dan/atau

Pajak Pertambahan Nilai.

b. Komponen biaya yang perlu diperhitungkan dalam Jasa Konsultansi

Nonkonstruksi antara lain:

1)

2)

Biaya langsung personel (Remuneration) yaitu biaya langsung yang
diperlukan untuk membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan
kontrak. Biaya langsung personel ini telah memperhitungkan gaji dasar
(basic salary), beban biaya social (social charge), beban biaya tidak
langsung (overhead cost), dan keuntungan (profit/ fee); dan

Biaya langsung non personel (Direct Reimbursable Cost) yaitu biaya
langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kontrak yang
dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang
wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan
kegiatan. Biaya langsung non personel di antaranya pengumpulan data
sekunder, seminar, workshop, sosialisasi, pelatihan, diseminasi,

lokakarya, survei, biaya tes laboratorium, hak cipta, sewa kendaraan,
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sewa kantor proyek, sewa peralatan kantor, biaya operasional kantor
proyek, biaya ATK, biaya computer dan pencetakan, biaya komunikasi,
dan tunjangan harian.
c. Komponen biaya yang perlu diperhitungkan dalam Jasa Lainnya antara lain:

1) Upah tenaga kerja/ imbalan jasa personil;

2) Penggunaan bahan/ material/ peralatan;

3) Keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead);

4) Transportasi; dan/atau

5) Biaya lain berdasarkan jenis Jasa Lainnya.

3. Pemaketan dan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
Secara umum, pemaketan pengadaan barang/ jasa dilakukan dengan
berorientasi pada:
a. Keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan K/L/PD;
dan/atau
b. Volume barang/jasa berdasarkan:
1) kebutuhan barang/jasa,;
2) ketersediaan barang/jasa di K/L/PD; dan

3) kemampuan pelaku usaha.

Dalam melakukan pemaketan barang/jasa perlu mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut:
a. Efisiensi penggunaan sumber daya (waktu, tenaga kerja) dalam
melaksanakan pengadaan barang/jasa;
b. Keberpihakan kepada produk dalam negeri dan penyedia dalam negeri;
c. Sisi komersial, dalam arti pengadaan barang/jasa dengan jumlah besar
akan lebih menarik bagi para calon penyedia yang tentunya akan

mengurangi penawaran harga satuan barang/jasa.

Dalam melakukan pemaketan pengadaan barang/ jasa dilarang:

a. Menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang/jasa
yang tersebar di beberapa lokasi/ daerah yang menurut sifat pekerjaan dan
tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/ daerah
masing-masing;
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b. Menyatukan beberapa paket pengadaan barang/ jasa yang menurut sifat
dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;

c. Menyatukan beberapa paket pengadaan barang/ jasa yang besaran nilainya
seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/ atau

d. Memecah pengadaan barang/ jasa menjadi beberapa paket dengan maksud

menghindari tender/ seleksi.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pemaketan adalah sebagai berikut:

a. Pemaketan Pengadaan Barang/ Jasa Konsultansi Non Konstruksi/Jasa
Lainnya
Berdasarkan rancangan RKA dan KAK, PPK meneliti kembali pemaketan
barang/jasa yang akan dilaksanakan pengadaannya melalui penyedia.
Identifikasi pemaketan pengadaan barang/jasa dapat dilihat pada level
Komponen atau Sub Komponen dimana terdapat akun belanja di dalamnya.
Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:
1) Keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan K/L/PD;
2) Volume barang/jasa berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan

barang/jasa di K/L/PD serta kemampuan dari pelaku usaha.

b. Pemaketan Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi
Disamping ketentuan paket sebagaimana pada pengadaan barang, Jasa
Konsultansi non-konstruksi, dan Jasa Lainnya pada huruf a di atas, untuk
pemaketan jasa konstruksi diatur sebagai berikut:
1) Ketentuan pemaketan Jasa Konsultansi Konstruksi untuk:

a) Nilai pagu anggaran sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Jasa Konsultansi
Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil;

b) Nilai pagu anggaran di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus
juta rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Jasa Konsultansi
Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah; atau

c) Nilai pagu anggaran di atas Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus juta rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Jasa
Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.

2) Ketentuan pemaketan Pekerjaan Konstruksi untuk:
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a) nilai pagu anggaran sampai dengan Rpl15.000.000.000,00 (lima
belas milyar rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Pekerjaan
Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil dan/atau koperasi;

b) nilai pagu anggaran di atas Rp 15.000.000.000,00 (lima belas
milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Pekerjaan
Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengabh;

c) nilai pagu anggaran di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi
dengan kualifikasi usaha besar non-badan usaha milik negara; atau

d) nilai pagu anggaran di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah) dialokasikan hanya untuk-Penyedia Pekerjaan Konstruksi
dengan kualifikasi usaha besar.

c. Konsolidasi

Untuk mengoptimalisasi pelaksanaan pengadaan dan mengurangi
biaya pengadaan, dalam penyusunan perencanaan pengadaan PA
dan/atau PPK dapat menggabungkan pelaksanaan pengadaan untuk
beberapa paket pengadaan yang sejenis dalam 1 kali pelaksanaan
pengadaan.

Pengadaan secara satu per satu untuk setiap kebutuhan organisasi
sangat tidak efisien, bukan hanya dari sudut pandang waktu dan jumlah
tenaga kerja yang dibutuhkan tetapi juga dari sisi komersial. Hal ini tidak
dianjurkan untuk pekerjaan yang sifatnya tidak dapat digabungkan. Dalam
penerapan konsolidasi pengadaan perlu memperhatikan kebijakan
pemaketan yang dilakukan untuk usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip
efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan
teknis. Pengadaan barang/jasa dengan jumlah besar akan lebih menarik
bagi para calon penyedia yang tentunya akan mengurangi penawaran harga
satuan barang/jasa. Hal ini akan menghasilkan pemilihan penyedia yang
lebih kompetitif secara komersial.

Secara garis besar, pemaketan dengan konsolidasi akan memberikan

keuntungan bagi organisasi dalam hal:
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1) Pengadaan menjadi lebih kompetitif dikarenakan nilai pengadaan
yang besar merupakan daya tarik bagi para calon penyedia.

2) Pengurangan biaya meliputi biaya pengadaan (acquisition cost) dan
biaya barang/jasa karena dengan kuantitas yang lebih besar, para
penyedia dapat mengurangi biaya produksinya, seperti: biaya
produksi langsung, biaya overhead, biaya pengiriman dan biaya
administrasi.

3) Manajemen kontrak yang lebih efisien dikarenakan penggabungan
barang/jasa yang tepat akan mengurangi jumlah kontrak yang harus
diawasi dan dikendalikan.

PA/KPA dapat mengkonsolidasikan paket antar PPK sebelum
penetapan dan pengumuman RUP melalui aplikasi SIRUP. PA/KPA dapat
mengubah paket dalam RUP yang telah diumumkan. Pada perubahan RUP,
PA/KPA dapat juga mengkonsolidasikan paket yang telah diumumkan
melalui aplikasi SIRUP dan mengumumkan kembali RUP tersebut. PPK
dapat mengusulkan perubahan paket dalam RUP yang telah diumumkan
kepada PA/KPA. Pada usulan perubahan RUP, PPK dapat juga
mengusulkan konsolidasi paket dalam RUP yang telah diumumkan di area
kerjanya masing-masing. Dalam mengusulkan perubahan RUP, PPK dapat

dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

4. Penyusunan Biaya Pendukung

Selain melakukan identifikasi barang/jasa, jenis pengadaan dan cara
pengadaan, PPK melakukan reviu terhadap ketersediaan biaya pendukung pada
RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah. Dalam hal biaya pendukung belum
tersedia, PPK dapat mengusulkan perubahan anggaran kepada PA/KPA.

Biaya pendukung dapat dimasukkan ke dalam satu kesatuan perkiraan
biaya/RAB. Biaya pendukung yang dimaksud adalah biaya yang mendukung
penggunaan barang/jasa utama. Biaya pendukung dapat meliputi namun tidak
terbatas pada biaya pelatihan, biaya instalasi dan testing, biaya administrasi
dan/atau biaya lainnya.

a. Biaya pelatihan adalah biaya yang dikeluarkan untuk proses pelatihan

dalam rangka penggunaan barang/jasa.
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b. Biaya instalasi dan testing adalah biaya yang dikeluarkan untuk proses
pemasangan dan pengujian barang/jasa dalam rangka untuk menjamin
barang/jasa yang dibeli dapat digunakan dengan baik.

c. Biaya administrasi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai
suatu proses produksi, operasional dan layanan jasa.

d. Biaya lainnya adalah biaya yang harus dikeluarkan diluar dari biaya
pelatihan, instalasi, testing dan administrasi, yang tidak berpengaruh secara

langsung terhadap output, namun tetap perlu dianggarkan.

B. Latihan
Latihan ini dilakukan dalam rangka pendalaman materi tentang
perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia yang telah dipaparkan
sebelumnya. Dalam latihan ini, setiap peserta diminta untuk menjelaskan hal-hal
di bawah ini:
1. Jelaskan tahapan dalam perencanaan pengadaan barang/jasa melalui
Penyedia!
2. Sebutkan penyebutan merek yang dimungkinkan dalam penyusunan
spesifikasi teknis/KAK!
3. Sebutkan komponen biaya yang perlu diperhitungkan dalam setiap jenis
pengadaan barang/jasa!
4. Jelaskan larangan dalam pemaketan pengadaan barang/jasa!
5. Sebutkan komponen biaya yang termasuk dalam biaya pendukung!

C. Rangkuman

Dalam bab ini, telah dipelajari tentang perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa (PBJ) melalui Penyedia. Tahapan dalam perencanaan pengadaan
barang/jasa melalui Penyedia:

1. Penyusunan Spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK)

PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/ KAK menggunakan:

a. Produk dalam negeri;

b. Produk bersertifikat SNI;

c. Produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam

negeri; dan

d. Produk ramah lingkungan hidup.
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2. Penyusunan spesifikasi teknis/ KAK dimungkinkan penyebutan merek
terhadap:

a. Komponen barang/ jasa;

b. Suku cadang;

c. Bagian dari suatu sistem yang sudah ada; atau

d. Barang/ jasa dalam katalog elektronik atau Toko Daring.

3. Penyusunan Perkiraan Biaya/ Rencana Anggaran Biaya (RAB)
PPK melakukan reviu terhadap ketersediaan biaya pendukung pada RKA
K/L atau RKA PD. Dalam hal biaya pendukung belum tersedia, PPK dapat
mengusulkan perubahan anggaran kepada PA/KPA.

4. Pemaketan dan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
Pemaketan pengadaan barang/ jasa dilakukan dengan berorientasi pada:

a. Keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan K/L/PD;
dan/atau

b. Volume barang/jasa berdasarkan:

1) Kebutuhan barang/jasa,;
2) Ketersediaan barang/jasa di K/L/PD; dan
3) Kemampuan pelaku usaha.
Dalam melakukan pemaketan pengadaan barang/ jasa dilarang:

a. Menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang/jasa
yang tersebar di beberapa lokasi/ daerah yang menurut sifat pekerjaan
dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/
daerah masing-masing;

b. Menyatukan beberapa paket pengadaan barang/ jasa yang menurut
sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;

c. Menyatukan beberapa paket pengadaan barang/ jasa yang besaran
nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/ atau

d. Memecah pengadaan barang/ jasa menjadi beberapa paket dengan
maksud menghindari tender/ seleksi

5. Penyusunan Biaya Pendukung
Biaya pendukung yang dimaksud adalah biaya yang mendukung
penggunaan barang/jasa utama. Biaya pendukung dapat meliputi namun
tidak terbatas pada biaya pelatihan, biaya instalasi dan testing, biaya

administrasi dan/atau biaya lainnya.
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D. Evaluasi Materi Pokok 3
Pilinlah salah satu jawaban yang benar!
1. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/ KAK tidak menggunakan:
A. Produk bersertifikat SNI
B. Produk ramah lingkungan hidup
C. Produk dalam negeri yang tidak tersedia
D. Produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam
negeri
2. Komponen biaya personel pada Pengadaan Jasa Konsultansi Nonkonstruksi
antara lain ...
A. Hak cipta
B. Pelatihan
C. Tunjangan harian
D. Beban biaya social (social charge)
3. Pemaketan pengadaan barang/ jasa dilakukan tanpa berorientasi pada ...
A. Spesifikasi teknis
B. Volume barang/jasa
C. Ketersediaan barang/ jasa
D. Kemampuan pelaku usaha
4. Biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai suatu proses produksi,
operasional, dan layanan jasa yaitu...
A. Biaya pelatihan
B. Biaya testing
C. Biaya administrasi
D. Biaya lainnya
5. Dalam penyusunan perencanaan pengadaan, PA dan/atau PPK dapat
melakukan konsolidasi pengadaan untuk ...
A. Mendapatkan kesempatan menggabungkan pekerjaan yang sifatnya tidak
dapat digabungkan
B. Meminimalisir keikutsertaan usaha kecil dalam pemilihan
C. Menaikkan penawaran harga satuan barang/jasa

D. Mengurangi biaya pengadaan
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E. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban evaluasi materi pokok 3
yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar,
kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan
Anda terhadap materi pokok 3.

Rumus:

X Jumlah yang benar

Tingkat Penguasaan = X 100%

2 Jumlah yang salah

Arti tingkat penguasaan yang anda capai:

100% = baik sekali
80% = baik
0-60% = kurang

Apabila tingkat penguasaan anda mencapai 80% ke atas, bagus! Berarti Anda telah
memahami materi pokok. Tetapi bila tingkat penguasaan anda masih di bawah

80%, anda harus mengulangi lagi materi pokok 3 terutama bagian yang belum anda
kuasai.
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BAB V
PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)

Indikator keberhasilan: setelah mengikuti pembelajaran, peserta dapat

menjelaskan Rencana Umum Pengadaan (RUP)

A. Uraian Materi

RUP memuat informasi pengadaan barang/jasa meliputi:
Nama dan alamat PA/KPA;

Nama paket pengadaan yang akan dilaksanakan;

Cara pengadaan;

Uraian singkat paket pengadaan;

Nilai paket pengadaan;

Lokasi paket pengadaan;

Sumber dana; dan

1.
2
3
4
5. Volume paket pengadaan;
6
7
8
9

Perkiraan waktu pemanfaatan barang/jasa.

Tahapan yang berkaitan dengan pengumuman RUP adalah sebagai berikut:

1. Penetapan dan Pengumuman RUP

PA/KPA menetapkan dan mengumumkan RUP melalui aplikasi SIRUP

setelah PPK selesai menyusun perencanaan pengadaan.

PA/KPA menetapkan dan mengumumkan RUP :

a. Untuk pengadaan barang/jasa tahun berikutnya, paling lambat pada
tanggal 31 Maret pada tahun anggaran tersebut. Contoh: DIPA tahun
anggaran 2022 diumumkan paling lambat 31 Maret 2022.

b. Pengumuman RUP Kementerian/ Lembaga dilakukan setelah
penetapan alokasi anggaran belanja.

c. Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

d. Pengumuman RUP melalui SIRUP dapat ditambahkan dalam situs
web Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, papan
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pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/ atau media
lainnya.

e. Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/
revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

f. Untuk perubahan strategi pencapaian target kinerja atau perubahan
anggaran pada tahun berjalan, segera setelah selesai dilakukan
penyusunan perencanaan pengadaan berdasarkan perubahan
dokumen DIPA atau DPA.

Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pengisian RUP dan tata cara
pengumuman RUP pada Aplikasi SIRUP ditetapkan berdasarkan Keputusan
Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
2. Perubahan RUP
a. Perubahan RUP dapat dilakukan apabila terjadi perubahan
perencanaan pengadaan yang antara lain disebabkan oleh:
1) Perubahan strategi pencapaian target kinerja oleh penanggung
jawab kegiatan;
2) Perubahan anggaran.
b. Perubahan RUP antara lain akan menyebabkan terjadinya perubahan:
1) Paket pengadaan;
2) Nilai paket pengadaan;
3) Cara pengadaan;
4) Waktu pemanfaatan barang/jasa;
c. Pengubahan perencanaan dapat berasal dari hasil reviu atau kaji ulang
oleh PPK atau UKPBJ.

B. Latihan
Latihan ini dilakukan dalam rangka pendalaman materi tentang
pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah dipaparkan
sebelumnya. Dalam latihan ini, setiap peserta diminta untuk menjelaskan hal-hal
di bawah ini:
1. Sebutkan informasi pengadaan barang/jasa yang dapat diperoleh dari RUP!
2. Jelaskan tahapan yang berkaitan dengan pengumuman RUP!

3. Dalam hal apa RUP harus diumumkan kembali?
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C. Rangkuman

RUP memuat informasi pengadaan barang/jasa meliputi:
Nama dan alamat PA/KPA;

Nama paket pengadaan yang akan dilaksanakan;

Cara pengadaan;

Uraian singkat paket pengadaan;

Volume paket pengadaan;

Nilai paket pengadaan;

Lokasi paket pengadaan;

Sumber dana; dan

© © N o g s~ w DdhPE

Perkiraan waktu pemanfaatan barang/jasa.

Tahapan yang berkaitan dengan pengumuman RUP yaitu:
1. Penetapan RUP dan pengumuman RUP
2. Perubahan RUP
Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/ revisi
paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA).

D. Evaluasi Materi Pokok 4
1. Yang bukan termasuk informasi pengadaan barang/jasa dalam Rencana
Umum Pengadaan memuat informasi pengadaan barang/jasa yaitu ...
A. Nilai kontrak pengadaan
B. Lokasi paket pengadaan
C. Nama dan alamat PA/KPA
D. Perkiraan waktu pemanfaatan barang/jasa
2. Pengumuman RUP Kementerian/ Lembaga dilakukan ...
A. Sebelum identifikasi kebutuhan barang/jasa
B. Sebelum penyusunan perencanaan pengadaan
C. Setelah persiapan pengadaan barang/jasa
D. Setelah penetapan alokasi anggaran belanja
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3. Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/ revisi ...

A.

Dokumen penawaran penyedia

B. Nilai kontrak pengadaan barang/jasa
C.
D

. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

Anggaran (DPA)

4. Perubahan RUP tidak akan menyebabkan terjadinya perubahan ...

A.
B.
C.
D.

Anggaran
Nilai paket pengadaan
Cara pengadaan

Waktu pemanfaatan barang/jasa

5. Yang bukan merupakan tahapan pengumuman RUP yaitu ...

A.

Penetapan RUP

B. Pengumuman RUP dalam aplikasi SIRUP
C.
D. Perubahan RUP

Perubahan paket pengadaan

E. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban evaluasi materi pokok 4

yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar,

kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan

Anda terhadap materi pokok 4.

Rumus:

Y Jumlah yang benar

Tingkat Penguasaan = X 100%

2 Jumlah yang salah

Arti tingkat penguasaan yang anda capai:

100% = baik sekali
80% = baik
0-60% = kurang

Apabila tingkat penguasaan anda mencapai 80% ke atas, bagus! Berarti Anda telah

memahami materi pokok. Tetapi bila tingkat penguasaan anda masih di bawah

80%, anda harus mengulangi lagi materi pokok 4 terutama bagian yang belum anda

kuasai.
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BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Draft
Peraturan LKPP Nomor 11 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa, dan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman
Swakelola telah menggambarkan bagaimana melakukan Pengadaan Barang/jasa
(PBJ) khususnya pada tahap perencanaan mulai dari definisi dan ruang lingkup
perencanaan sampai dengan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Perencanaan PBJ meliputi identifikasi PBJ, penetapan jenis barang/jasa,
cara pengadaan, pemaketan dan konsolidasi, waktu pemanfaatan PBJ, dan
anggaran pengadaan. Perencanaan dilakukan baik untuk perencanaan PBJ
melalui Swakelola maupun perencanaan PBJ melalui Penyedia. perencanaan PBJ
melalui Swakelola meliputi penetapan tipe Swakelola, penyusunan spesifikasi
teknis/Kerangka acuan Kerja (KAK), dan penyusunan perkiraan biaya/Rencana
Anggaran Biaya (RAB). Sedangkan perencanaan PBJ melalui penyedia meliputi
penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka acuan Kerja (KAK), penyusunan
perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB), pemaketan PBJ, konsolidasi

PBJ, dan penyusunan biaya pendukung.

B. Implikasi
Setelah mempelajari modul ini, para peserta diharapkan dapat memahami
khususnya dapat menjelaskan atau menerangkan dan menambah pengetahuan

tentang perencanaan Pengadaan Barang/jasa.

C. Tindak Lanjut

Untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang
perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, maka setelah mempelajari modul ini
peserta dapat memperdalam materi ini, dengan mengikuti pelatihan
lanjutan/pelatinan kompetensi lainnya serta mempelajari berbagai referensi yang

berkaitan dengan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.
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KUNCI JAWABAN

A. Jawaban Materi Pokok 1: Definisi dan Ruang Lingkup Perencanaan
Pengadaan
1. B

a k 0o DN
W O WO

B. Jawaban Materi Pokok 2: Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola
1. D

o ~ wnN
O W O O

C. Jawaban Materi Pokok 3: Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia
1. C

a b~ 0N
O 0O >» O

D. Jawaban Materi Pokok 4: Pengumuman Rencana Umum Pengadaan
(RUP)
1. A

D
D
A
C

a bk~ 0N
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DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola

Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
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Barang

Harga Perkiraan
Sendiri (HPS)

Jasa Konsultansi

Jasa Lainnya

Kementerian

Kelompok
Masyarakat

Konsolidasi

Kuasa Pengguna
Anggaran pada
APBN

Kuasa Pengguna
Anggaran pada
APBN pada APBD

Lembaga

Organisasi
Kemasyarakatan

Pelatihan PBJP Tingkat Dasar

Versi 4, 2021

GLOSARIUM

setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan  atau
dimanfaatkan oleh pengguna barang

perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh
PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak
langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai

jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian
tertentu di berbagai bidang keilmuan yang
mengutamakan adanya olah pikir

jasa non konsultansi atau jasa) yang membutuhkan
peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan
dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas
di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu Pekerjaan

perangkat pemerintah yang membidangi urusan
tertentu dalam pemerintahan

kelompok masyarakat yang melaksanakan
Pengadaan Barang/.Jasa dengan dukungan anggaran
belanja dari APBN/APBD.

strateqi Pengadaan
menggabungkan
Barang/Jasa sejenis

Barang/Jasa yang
beberapa paket Pengadaan

pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung
jawab penggunaan anggaran pada Kementerian
Negara/ Lembaga yang bersangkutan

pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat
Daerah

organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain
pengguna  anggaran  yang dibentuk  untuk
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya

organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh
masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan
aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan,
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Pekerjaan
Konstruks

Pejabat Pembuat
Komitmen

Pengadaan
Barang/Jasa

Perangkat Daerah

Pengguna Anggaran

Pengadaan
Barang/Jas melalui
Swakelola

Pengadaan
Barang/Jasa melalui
Penyedia

Penyedia
Barang/Jasa

Rencana Umum
Pengadaan (RUP)
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kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam
pembangunan demi tercapainya tujuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila

keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi
pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan,
pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu
bangunan

pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan
yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja negara anggaran belanja daerah

kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang
dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak
identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima
,hasil pekerjaan

unsur pembantu kepala daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah

pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat
Daerah

cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri

oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah,
Kementerian/Lembaga Perangkat Daerah lain,
organisasi kemasyarakatan, atau kelompok
masyarakat

cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh
Pelaku Usaha

Pelaku Usaha yang menyediakan
berdasarkan kontrak

barang/jasa

daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan
dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat
Daerah
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